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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.TSe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Tanjung  Selor  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara  tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  majelis  hakim,  telah

menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah

yang diajukan oleh:

Mustamin bin Abd. Aras, tempat dan tanggal lahir Sulsel, 10 Oktober 1975,

agama  Islam,  pekerjaan  Nelayan,  pendidikan  SD,  tempat

kediaman di Kampung Baru Desa Mangku Padi RT 007 Desa

Mangkupadi,  Kecamatan  Tanjung  Palas  Timur,  Kabupaten

Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Pemohon I.

Sumiyati binti Sudirman, tempat dan tanggal lahir Pebenaan, 17 September

1998,  agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan

SD, tempat kediaman di Kampung Baru Desa Mangku Padi RT

007  Desa  Mangkupadi,  Kecamatan  Tanjung  Palas  Timur,

Kabupaten  Bulungan,  Provinsi  Kalimantan  Utara,  sebagai

Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon; 

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa  para  Pemohon  dengan  surat  permohonannya  tertanggal  06

November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung

Selor pada  tanggal  09  November  2020  dengan  register  perkara  Nomor

121/Pdt.P/2020/PA.TSe, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam

pada tanggal 29 September 2017 di Apas Balon, Batu 25, Malaysia, dengan

wali nikah adik kandung dari ayah kandung pemohon II bernama Herman,
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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yang dinikahkan oleh Imam Masjid di Apas Balon, Batu 25, Malaysia yang

bernama H. Lessa dengan maskawin berupa uang Rp100.000 dibayar tunai,

dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Jalaluddin dan

Imran;

2. Bahwa  saat  menikah  Pemohon  I  berstatus  duda  cerai  hidup  dan

Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa antara  Pemohon I  dan Pemohon II  tidak  ada halangan untuk

melangsungkan  pernikahan,  baik  halangan  Syara’  maupun  halangan

undang-undang,  dan  tidak  pernah  ada  yang  keberatan  atas  pernikahan

Pemohon I dengan Pemohon II;

4. Bahwa  dari  pernikahan  tersebut,  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  telah

dikaruniai  2 orang anak masing-masing bernama 

4.1. Ahmad Rafli yang lahir pada tanggal 28 Januari 2018

4.2. Rahman Al Fikri yang lahir pada tanggal 31 Mei 2019; 

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan diluar

pengawasan  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Republik

Indonesia;

6. Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan istbat nikah ini

adalah untuk penerbitan akta nikah dan akta kelahiran anak para pemohon

serta keperluan hukum lainnya;

Bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas  para  Pemohon

mohon  kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Tanjung  Selor  cq.  Majelis

hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mustamin bin Abd. Aras)

dengan  Pemohon  II  (Sumiyati binti Sudirman) yang dilaksanakan pada 29

September 2017 di Apas Balon, Batu 25, Malaysia;

3. Menetapkan biaya perkara menurut  ketentuan hukum dan perundang-

undangan yang berlaku

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim, Jurusita/Jurusita Pengganti

telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat  Nikah tersebut  untuk masa

pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama
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masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan

Agama Tanjung Selor sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa  pada  hari  dan tanggal  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Para

Pemohon telah  hadir  sendiri,  dan Majelis  Hakim telah  memberikan  nasehat

terkait pernikahan Para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para

Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang

isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalilnya,  Para  Pemohon  telah

mengajukan bukti-bukti berupa:

A.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Surat:

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  NIK  6404041110750001

tertanggal 18-05-2016. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh

Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah

di nazagelen kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  NIK  1404195709980003

tertanggal 18-12-2018. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh

Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah

di nazagelen kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi  Akta  Cerai  Nomor  0117/AC/2017/PA.TSe  tanggal  26

April  2017.  Bukti  fotokopi  surat  tersebut  telah  diperiksa  oleh  Hakim

dicocokkan  dengan  aslinya,  ternyata  sesuai  dengan  aslinya,  telah  di

nazagelen kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Saksi:

1. Hayong bin Saad, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan Nelayan,  bertempat  tinggal  di  Kampung Baru RT.  06 Desa

Mangkupadi  Kecamatan Tanjung Palas  Timur  Kabupaten Bulungan di

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

– Bahwa saksi  kenal  dengan Pemohon I  dan Pemohon II  karena

saksi adalah keuarga dekat Pemohon I;
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– Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon menikah;

– Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama

Islam pada tahun 2017 di Apas Balon Malaysia, dengan wali nikah adik

kandung  Pemohon  II  yang  bernama  Herman  dikarenakan  ayah

kandung Pemohon II telah meninggal dunia dengan maskawin berupa

uang namun tidak tahu jumlahnya dan dihadiri  oleh dua orang saksi

namun saksi lupa namanya;

– Bahwa ijab qobul  dalam pernikahan Pemohon I  dan Pemohon II

dilakukan oleh imam Masjid yang bernama H. Lessa;

– Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan

Pemohon II berstatus perawan;  

– Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan

nasab,  semenda  maupun  sesusuan  yang  menjadikannya  halangan

untuk menikah;  

– Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II   telah

dikaruniai 2 (dua) orang anak;

– Bahwa selama pernikahannya, tidak ada pihak pihak yang keberatan

terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

– Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah

bercerai, dan tetap beragama Islam;

2. Jalaluddin  bin  Sape,  umur  47  tahun,  agama Islam,  pendidikan

SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Baru RT. 007

RW. 02 Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten

Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

– Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai

tetangga;

– Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II

menikah;

– Bahwa  saksi  mengetahui  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  sebagai

suami isteri sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu;

– Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama

Islam di Malaysia;
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– Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan

nasab,  semenda  maupun  sesusuan  yang  menjadikannya  halangan

untuk menikah;  

– Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II   telah

dikaruniai 2 (dua) orang anak;

– Bahwa selama pernikahannya, tidak ada pihak pihak yang keberatan

terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

– Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah

bercerai, dan tetap beragama Islam;

Bahwa para  Pemohon telah  menyampaikan kesimpulan yang isinya

sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  penetapan  ini,  segala  yang

tercatat dalam berita acara sidang  merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari penetapan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa dalil-dalil  permohonan Pemohon pada pokoknya

sebagaimana tertuang dalam permohonan Pemohon;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang

saksi; 

Menimbang,  bahwa  surat  bukti  P.1,  P.2,  dan  P.3,  yang  diajukan

Pemohon I  dan Pemohon II  yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang

dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di-  nazegelen di Kantor Pos,

hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 13

Tahun 1985 tentang Bea Meterai  jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti P.1, P.2, dan P.3

tersebut  harus  dinyatakan  sah  dan  berharga  serta  mempunyai  kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat  (vollidig en bindende bewijskracht),

karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, dan P.2, telah terbukti

para  Pemohon  tersebut  berdomisili  di  wilayah  yurisdiksi  hukum  Pengadilan

Agama  Tanjung  Selor,  oleh  karenanya  perkara  ini  termasuk  wewenang

Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Pemohon I berstatus

duda cerai ketika menikah dengan Pemohon II  atau tidak terikat perkawinan

dengan wanita lain;

Menimbang,  bahwa  saksi  1  Pemohon  (Hayong  bin  Saad),  sudah

dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil

sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  Pemohon  mengenai  angka

1,2,3 dan 4 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan

relevan  dengan  dalil  yang  harus  dibuktikan  oleh  Pemohon,  oleh  karena  itu

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil  sebagaimana telah

diatur  dalam Pasal  308  R.Bg sehingga keterangan   saksi  tersebut  memiliki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang,  bahwa saksi  2  Pemohon (Jalaluddin  bin  Sape),  sudah

dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil

sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 3

dan  4  adalah  fakta  yang  dilihat  sendiri/didengar  sendiri/dialami  sendiri  dan

relevan  dengan  dalil  yang  harus  dibuktikan  oleh  Pemohon,  oleh  karena  itu

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil  sebagaimana telah

diatur  dalam Pasal  308  R.Bg,  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas,  telah

diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam

pada tanggal 29 September 2017 di Apas Balon, Batu 25, Malaysia, dengan

wali  nikah  adik  kandung  Pemohon II  yang  benama  Herman karena  ayah

kandung Pemohon II telah meninggal dunia dengan maskawin berupa uang
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sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh dua

orang saksi masing-masing bernama Jalaluddin dan Imran;

2. Bahwa ijab qobul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan

oleh Imam Masjid bernama H. Lessa;

3. Bahwa  saat  menikah  Pemohon  I  berstatus  duda  cerai  sedangkan

PemohonII berstatus perawan;  

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab,

semenda maupun sesusuan yang menjadikannya halangan untuk menikah;  

5. Bahwa  dari  pernikahan  tersebut,  Pemohon  I  dan  Pemohon  II   telah

dikaruniai dua orang anak;

6. Bahwa  selama  pernikahannya,  tidak  ada  pihak  pihak  yang  keberatan

terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa  selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai,

dan tetap beragama Islam;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  fakta  tersebut  diatas,  telah

ditemukan  fakta  hukum  yang  menunjukkan  terpenuhinya  syarat  dan  rukun

pernikahan  yang  dilakukan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  sesuai  pernikahan

agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 ayat

(1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal

10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan 30

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  juga  tidak  menemukan  adanya

unsur-unsur yang menghalangi sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  sependapat  dengan  pendapat

hukum dalam Kitab I’anatut Thalibin halaman 254 yang kemudian diambil alih

menjadi pendapat hakim sebagai berikut:

ولى           نحو من وشــروطه صحته ذكر امراة على بنكاح الدعــوى وفى

عـدول  وشـــاهدين
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Artinya,  “Pengakuan  seorang  bahwa  telah  menikah  dengan  seorang

perempuan  harus  dapat  menyebutkan  sahnya  pernikahan  yang  lalu,

umpamanya adanya wali nikah, dan dua orang saksi;”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis

Hakim  berpendapat  bahwa  permohonan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  telah

terbukti  dan  beralasan  menurut  hukum,  oleh  karena  itu  harus  dikabulkan

dengan menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang

dilaksanakan  pada  tanggal  29  September  2017  di  Apas  Balon,  Batu  25,

Malaysia;

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum permohonan Pemohon I

dan Pemohon II tidak mengajukan perintah pencatatan pernikahannya di Kantor

Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon I dan

Pemohon II, namun demi terjaminnya tertib hukum dan tertib administrasi serta

berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan jo pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majleis

Hakim sepakat untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk

mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dinyatakan sah

tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat

tinggal Pemohon I  dan Pemohon II  yaitu  Kantor  Urusan Agama  Kecamatan

Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pasal  89  ayat  1  Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang-undang tersebut diubah dengan Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir  di  ubah dengan Undang-undang

Nomor  50  Tahun  2009,  biaya  perkara  dibebankan  kepada  Pemohon  I  dan

Pemohon II;

Mengingat,  semua pasal  dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;  

2. Menyatakan  sah  perkawinan  Pemohon  I  (Mustamin  bin  Abd.  Aras)

 dengan Pemohon II  (Sumiyati binti  Sudirman) yang dilaksanakan pada

tanggal 29 September 2017 di Apas Balon, Batu 25, Malaysia;  
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3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan

tersebut  ke  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan

Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;            

4. Membebankan  Para  Pemohon  membayar  biaya  perkara  sejumlah

Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah); 

Demikian  ditetapkan dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  yang

dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 Masehi bertepatan

dengan tanggal  11 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami  Syahrul Ramadhan,

S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Imam Faizal Baihaqi, S.H. dan Rizal Arif Fitria,

S.H. masing masing sebagai  Hakim Anggota, penetapan tersebut  diucapkan

dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  pada  hari  itu  juga  oleh  Ketua  Majelis

bersama  Hakim  Anggota  tersebut  dan  dibantu  Hamran  B, S.Ag. sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota Ketua Majelis

Imam Faizal Baihaqi, S.H. Syahrul Ramadhan, S.H.I.
Hakim Anggota

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti

Hamran B, S.Ag.

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00
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-  ATK Perkara : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 200.000,00

-  PNBP : Rp 20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp             6.000,00  

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).
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